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KATA PENGANTAR


         Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tawangmangu  Tahun 2024-2026.

         Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tawangmangu  Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, merupakan tindak lanjut Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

          Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan dokumen perencanaan perangat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tawangamngu  memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 tahun ke depan (2024-2026) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar. 

        Selanjutnya kami berharap Renstra 2024-2026 Kecamatan Tawangmangu  yang kami susun ini bermanfaat bagi Instansi Kecamatan Tawangmangu  dan terlebih lagi bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Tawangamangu .


Karanganyar,      April 2023		CAMAT  TAWANGMANGU



EKO JOKO WIDODO,  S. Sos  MM
NIP. 19690810 199103 1 013






BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana   Pembangunan   Jangka Panjang	Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana   Pembangunan Jangka   Menengah   Daerah/RPJMD)   dan   tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD). Berdasarkan Permendagri   No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
[bookmark: _Hlk123804317]RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang   Daerah   (RPJPD),   dan   memperhatikan   Rencana   Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah    Daerah    Provinsi    (RPJMD    Provinsi    Jawa    Tengah).    
RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 memuat beberapa hal : 
1. Arah kebijakan keuangan daerah; 
2. Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Kerja Perangkat Daerah (PD), disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
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Dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  mengamanatkan  tentang  perubahan  RPJPD  dan  RPJMD. Perubahan RPJMD  boleh  dilakukan  dengan  syarat  dan  ketentuan sebagai berikut: 
(1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan  Daerah yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri ini;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi  menunjukan  bahwa  substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
c. Terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
a. Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
b. Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Beberapa hal yang dijadikan latar belakang penyusunan Perubahan RPJMD adalah berdasarkan Pasal 342 ayat (1) b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan huruf c. menyatakan jika terjadi perubahan yang mendasar. Memperhatikan hal ini, RPJMD Tahun 2018- 2023 dapat dinyatakan sudah tidak  sesuai  lagi,  karena  terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah antara lain terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun 2019  dan 2020, baik yang diterbitkan oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Kabupaten,  yang secara  langsung  memberikan  dampak  pada  dokumen  RPJMD   yang telah disusun, sehingga memerlukan penyesuaian. Beberapa peraturan tersebut adalah :
1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Yang mewajibkan daerah untuk menggunakan postur APBD yang baru sesuai PP, mulai tahun 2021. Sedangkan RPJMD keuangan daerah belum menggunakan PP Nomor 12 tahun 2019. Apabila RPJMD tidak dilakukan perubahan maka akan terjadi kesulitan dalam implementasi dalam RKPDnya.
2) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal  –  Semarang  –  Salatiga  – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;  Dimana Kabupaten Karanganyar menjadi lokasi 3 (tiga) kegiatan Nasional : (1) Revitalisasi Pasar  Kwadungan,  Kab.  karanganyar,  (2)  Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Karanganyar; (3) Pengembangan Olah  Raga  dan  Rekreasi  Bumi  Perkemahan  Delingan,  Kab. Karanganyar.
3) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024; Dimana terjadi perubahan fokus dan prioritas nasional, yang wajib menjadi dasar dan acuan penyusunan rencanan pembangunan daerah.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Yang memuat kewajiban daerah untuk melaksanakan integrasi perencanaan dan penganggaran dalam saru aplikasi (sistem informasi) secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan nasional.
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Yang memuat kewajiban daerah untuk menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, yang   sama secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan, karena masih menggunakan RPJMD program lama.
6) Peraturan terkait Covid-19 :
a) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
b) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
c) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Dengan terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19  serta  terbitnya  beberapa  peraturan  tersebut,   berakibat adanya realokasi dan refokusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia 2020 dan 2021. (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll). Pembangunan ekonomi mengalami dampak terkait dengan adanya COVID 2019.
7) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032; Beberapa hal terkait RT RW adalah :
a) Peningkatan fungsi Stasiun Kemiri Kebakkramat;
b) Perubahan	PKL	yang  semula	3	Kecamatan (Karanganyar, Jaten, Tawangmangu) menjadi 2 Kecamatan (Karanganyar danColomadu);
c) Pembangunan dan Pemantapan Terminal Tipe  B yang  semula Terminal Tawangmangu dan Matesih menjadi Terminal Tawangmangu dan Tegalgede;
d) Penghapusan Rencana Pembangunan Terminal Tipe B di Kebakkramat dan Terminal Induk di Papahan Tasikmadu;
e) Perubahan luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dari 351 DI yang semula 18.328,55 ha; menjadi 18.876 ha.
f) Perubahan Kawasan hutan Lindung luas semula 7.080 ha menjadi 6.808 ha.
g) Perubahan kawasan sempadan sungai dari kurang lebih 17.936 ha menjadi 4.397 ha, di seluruh kecamatan.
h) Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang berupa RTH Publik, semula seluar kurang lebih paling sedikit 25%, dari luasan 3.528 ha menjadi paling sedikit 20% dari luasan 1.309 ha
i) Pertanian lahan basah dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 22.477 ha, menjadi seluas kurang lebih 20.655 ha.
8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
Pasal 343 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Memperhatikan hal ini karena  beberapa  OPD  berubah,  maka  untuk dapat menyusun Renstra baru, diperlukan Perubahan RPJMD, sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renstra.
Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten  Karanganyar  Tahun 2018-2023, tetap dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu (i) pendekatan teknokratik, (ii) partisipatif, (iii) politik, (iv)  atas-bawah  (top- down), dan (v) bawah-atas (bottom-up). Berdasar pendekatan   tersebut, dalam proses penyusunan RPJMD telah diupayakan untuk melibatkan dan mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan implementasi tahapan  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang    Daerah   (RPJPD)    Kabupaten    Karanganyar    Tahun    2005-2025. Sesuai  tahapan  RPJPD   tersebut,   RPJMD   Kabupaten   Karanganyar Tahun 2018-2023 berada pada dua tahapan yaitu tahap III (2015-2019) yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dan tahap IV (2020-2025) yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam.
Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018- 2023 berfungsi  sebagai  pedoman  dalam  penyusunan  Perubahan Rencana Strategis- Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang dijabarkan menjadi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program dalam rangka menangani isu strategis. Perubahan RPJMD Kabupaten  Karanganyar Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu  dokumen  perencanaan  tahunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memuat prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya Perubahan RPJMD berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,  yaitu  tahun  2021,  2022 dan 2023.

1.2. Landasan Hukum
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran	Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor  72 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  Tahun  2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak– Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan  Pengendalian  dan  Evaluasi   Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor  5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun	2005-2025	(Lembaran	Daerah	Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
34. Peraturan Daerah Kabupaten karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan lembaran daerah Kabupaten  Karanganyar Nomor 104);
35. Peraturan Daerah Nomor 1]9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).
37. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tenntang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu  tiga  tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tawangmangu sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat             daerah.
Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, yaitu:
1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024-2026, dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Karanganyar.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tawangmangu untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Tawangmangu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun  waktu tahun 2024-2026.

Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun  2024– 2026 disusun dengan maksud:
1) Menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2) Menyediakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran awal rencana pembangunan, bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3) Memberikan perubahan gambaran umum kondisi daerah, perkiraan kemampuan pendanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.
4) Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam menyusun perubahan strategi  dan  arah  kebijakan, yang akan dilaksanakan selama 3 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2024 - 2026 terdiri dari 8  (delapan) bab, dimana masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024-2026.
Bab II 	Gambaran Pelayanan Kecamatan Tawangmangu
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Tawangmangu, sumber daya yang dimilik  Kecamatan Tawangmangu, kinerja    pelayanan    kecamatan serta tantangan dan peluang  pengembangan pelayanan.
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Tawangmangu
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan, telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Kecamatan Tawangmangu, telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaah Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV	Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tawangmangu.
Bab V  	Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tawangmangu.
Bab VI 	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024- 2026.
Bab VII 	Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan
Bab ini berisi tentang kinerja penyelenggaraan urusan di Kecamatan  Tawangmangu.
Bab VIII 	Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024-2026.
Rencana Strategis Kecamatan Tawangmangu	2024-2026
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAWANGMANGU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tawangmangu
Kecamatan Tawangmangu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan  publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Tawangmangu dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Tawangmangu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2.1.1 Struktur Organisasi KecamatanTawangmangu
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,  maka  dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tawangmangu yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:



KELURAHAN
SEKSI PELAYANAN UMUM UMUM
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT
CAMAT



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.2 Uraian Tugas
Struktur organisasi Kecamatan Tawangmangu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:
1. Camat
Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan  publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan,
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Kecamatan
Sekretariat merupakan unsur pembantu Camat.  Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.  Sekretarias mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat melaksanakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program kerja;
b. Pengkoordinasian kegiatan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat,  arsip dan dokumentasi;
d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
e. Pengkoordinasian  pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f. Penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/  kekayaan  daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
g. Pelaksanaan  pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h. Pelaksanaan  fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, valuasi dan pelaporan urusan ketentraman  dan ketertiban.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kegiatan lingkup internal kecamatan maupun dengan pihak terkait di bidang kesejahteraan rakyat  dan  pelayanan sosial masyarakat.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebencanaan serta penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan.
7. Seksi Pelayanan Umum
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusa kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan umum meliputi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, inventarisasi barang/asset milik desa, dan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.


2.2 Sumber Daya Kecamatan Tawangmangu
2.2.1 Sumber Daya Manusia(Pegawai)
Salah satu sumberdaya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.
Pegawai Kecamatan Tawangmangu berjumlah 71 orang, terdiri dari 34 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 37 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.


Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Tawangmangu Tahun 2023

	
No
	
Tingkat Pendidikan
	Kategori
	Jumlah

	
	
	PNS
	Non PNS
	

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1
	SMP Sederajat
	2
	-
	2
	-
	4
	-

	2
	SMA Sederajat
	10
	2
	18
	4
	28
	6

	3
	D3
	2
	-
	1
	3
	3
	3

	4
	S1
	9
	9
	6
	2
	15
	11

	5
	S2
	5
	-
	-
	-
	5
	-

	Jumlah
	28
	11
	27
	9
	55
	20


Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tawangmangu (2023)

Sumber daya manusia (Pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2
Jumlah PNS/CPNS  Berdasarkan  Golongan
Kecamatan Tawangmangu Tahun 2023

	
No
	Golongan
	Jumlah

	
	
	L
	P

	1
	Golongan  I
	2
	-

	2
	Golongan II
	9
	2

	3
	Golongan III
	15
	9

	4
	Golongan IV
	2
	-

	Jumlah
	28
	11


Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tawangmangu (2023)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. 

Sebagai kebijakan, Kecamatan mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk Penilaian  Prestasi  Kerja PNS setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar Penilaian  Prestasi Kerja PNS tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.
Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas  yang  telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)
Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan  tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
di Kecamatan Tawangmangu 
Tahun 2023
	[bookmark: _Hlk123893165]NO
	NAMA BARANG
	JUMLAH BARANG
	KONDISI

	
	
	
	B/KB

	1
	Tanah Bangunan dan Kantor Pemerintah
	3.737 m²
	B

	2
	Portable Generating Set
	1
	B

	3
	Station Wagon 
	1
	B

	4
	Sepeda Motor
	5
	B

	5
	Lemari Besi
	2
	KB

	6
	Lemari Besi
	2
	B

	7
	Lemari Kayu
	1
	KB

	8
	Rak Besi
	1
	B

	9
	Filling Besi
	4
	KB

	10
	Filling Besi
	11
	B

	11
	Lemari Kaca
	3
	KB

	12
	Papan Visual
	1
	B

	13
	Kursi Kayu
	2
	KB

	14
	Kursi Kayu
	17
	B

	15
	Meja Rapat Kayu
	1
	RB

	16
	Tempat Tidur Kayu
	1
	B

	17
	Meja Podium
	1
	B

	18
	Meja Panjang
	2
	B

	19
	Meja ½ Biro
	4
	RB

	20
	Meja ½ Biro
	28
	B

	21
	Kursi Rapat
	31
	RB

	22
	Kursi Rapat
	79
	B

	23
	Kursi Tamu
	1
	RB

	24
	Kursi Tamu
	1
	KB

	26
	Kursi Putar
	17
	RB

	27
	Kursi Biasa
	6
	RB

	28
	Kursi Biasa
	3
	B

	29
	Bangku Tunggu Stainles Steel
	4
	B

	30
	Kursi Lipat
	55
	KB

	31
	Kursi lipat
	49
	RB

	32
	Meja Komputer
	1
	B

	33
	Sofa
	1
	B

	34
	Kasur Springbed
	5
	B

	35
	Meja Makan Besi
	1
	B

	36
	Mesin Pemotong Rumput
	2
	KB

	37
	Kompor Gas
	1
	B

	38
	Televisi
	1
	RB

	39
	Televisi
	3
	B

	40
	Sound System
	1
	RB

	41
	Sound System
	1
	B

	  42
	Wireless
	1
	B

	43
	Gordyn/Kray
	2
	B

	44
	Alat Pemanas Air
	1
	B

	45
	Pompa Kebakaran Portable
	1
	B

	46
	Meja Kerja Pejabat Eselon III
	2
	RB

	47
	Meja Tamu Biasa
	2
	KB

	48
	Kursi Kerja Pejabat Eselon
	8
	KB

	49
	Kursi Hadap Meja Depan Ukir
	20
	B

	50
	Lemari Buku Arsip
	3
	B

	51
	Layar Film/Proyektor
	1
	RB

	52
	Layar Film/Proyektor
	2
	B

	53
	Telephone (PABX)
	1
	RB

	54
	Handy Talky
	1
	RB

	55
	PC Unit
	3
	KB

	56
	PC Unit
	2
	RB

	57
	Lap Top
	3
	B

	58
	Lap Top
	5
	RB

	59
	Monitor
	3
	B

	60
	Printer
	4
	RB

	61
	Printer
	3
	B



2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawangmangu
Kecamatan Tawangmangu terdiri dari 3 kelurahan, 8 Desa, 41 dusun, 86 dukuh, 100 RW dan 347 RT, berikut gambaran pembagian wilayah administratif di Kecamatan Tawangmangu.
Tabel 2.4
Banyaknya Dusun, Dukuh, RW dan RT berdasarkan desa 
di Kecamatan Tawangmangu
	No
	Kelurahan/ Desa
	Dusun
	Dukuh
	RW
	RT

	1
	Bandardawung
	5
	12
	10
	31

	2
	Sepanjang
	5
	9
	11
	38

	3
	Kel. Tawangmangu
	5
	11
	12
	51

	4
	Kel. Kalisoro
	3
	3
	8
	23

	5
	Kel. Blumbang
	3
	4
	5
	25

	6
	Gondosuli
	3
	9
	7
	29

	7
	Tengklik
	4
	10
	12
	36

	8
	Nglebak
	5
	8
	15
	45

	9
	Karanglo
	4
	9
	9
	32

	10
	Plumbon
	4
	11
	12
	38

	JUMLAH
	41
	86
	101
	348


 Sumber : Kecamatan Tawangmangu Dalam Angka 2023
 Jumlah penduduk di Kecamatan Tawangmangu sebanyak 44.830 jiwa terdiri dari 22.241laki-laki dan 122.589 perempuan. Kelurahan Tawangmangu merupakan dkeurahan dengan jumlah penduduk terbanyak, sementara Desa Gondosuli merupakan desa dengan jumlah penduduk terkecil. Bila dilihat dari kepadatan penduduk, maka Kelurahan Tawangmangu merupakan kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2.637 jiwa/km². sementara Desa Gondosuli merupakan desa dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 173 jiwa/km².


Tabel 2.5
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Berdasarkan Desa  di Kecamatan Tawangmangu

	No
	Kelurahan/ Desa
	Luas Wilayah (km²)
	Penduduk
	Jumlah Penduduk
	Kepadatan Penduduk

	
	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	
	

	1
	Bandardawung
	3,01
	1.947
	1.977
	3.924
	1.282

	2
	Sepanjang
	5,64
	1.902
	1.934
	3.836
	669

	3
	Kel. Tawangmangu
	3,37
	4.484
	4.556
	9.040
	2.637

	4
	Kel. Kalisoro
	10,58
	2.096
	2.130
	4.226
	393

	5
	Kel. Blumbang
	11,12
	1.947
	1.977
	3.924
	347

	6
	Gondosuli
	19,25
	1.677
	1.703
	3.380
	173

	7
	Tengklik
	8,11
	1.942
	1.972
	3.914
	474

	8
	Nglebak
	2,34
	2.526
	2.565
	5.091
	2.139

	9
	Karanglo
	1,86
	1.758
	1.787
	3.545
	1.873

	10
	Plumbon
	4,74
	2.340
	2.378
	4.718
	979

	JUMLAH
	70,02
	22.619
	22.979
	45.598
	640


Sumber : Kecamatan Tawangmangu Dalam Angka 2023


Pembinaan terhadap aparat pemerintahan desa harus terus dilakukan.Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat semakin membaik.Berikut jumlah apat pemerintahan desa dimasing-masing kelurahan dan desa.
Tabel 2.6
Jumlah Aparat Pemerintahan Desa/ Kelurahan
	No
	Kelurahan/ Desa
	Lurah/Kades
	Sekdes
	Kadus
	Kaur
	Staf

	1
	Bandardawung
	1
	1
	5
	5
	

	2
	Sepanjang
	1
	1
	4
	5
	

	3
	Kel. Tawangmangu
	1
	-
	5
	-
	5

	4
	Kel. Kalisoro
	1
	1
	4
	3
	1

	5
	Kel. Blumbang
	1
	1
	3
	-
	2

	6
	Gondosuli
	1
	1
	3
	5
	

	7
	Tengklik
	1
	1
	4
	5
	

	8
	Nglebak
	1
	1
	5
	5
	

	9
	Karanglo
	1
	1
	4
	5
	

	10
	Plumbon
	1
	1
	4
	5
	

	JUMLAH
	10
	10
	41
	41
	8


Sumber : Kecamatan Tawangmangu Dalam Angka 2023


Selain aparat pemerintahan desa, pengurus dan anggota kelembagaan desa juga harus dilakukan pembinaan agar dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa.Berikut pengurus dan anggota kelembagaan yang ada.

Tabel 2.7
Jumlah Agggota BPD, Pengurus LPMD, Pengurus LPP
	No
	Kelurahan/ Desa
	Anggota BPD
	Pengurus LPMD
	Anggota LPMD
	Pengurus LPP

	1
	Bandardawung
	7
	3
	5
	8

	2
	Sepanjang
	7
	5
	4
	13

	3
	Kel. Tawangmangu
	
	13
	80
	18

	4
	Kel. Kalisoro
	
	11
	34
	24

	5
	Kel. Blumbang
	
	12
	
	8

	6
	Gondosuli
	7
	3
	14
	14

	7
	Tengklik
	7
	3
	10
	17

	8
	Nglebak
	7
	14
	22
	12

	9
	Karanglo
	7
	3
	9
	12

	10
	Plumbon
	7
	5
	10
	11

	JUMLAH
	49
	72
	188
	137


Sumber : Kecamatan Tawangmangu Dalam Angka 2023

Jumlah keluarga di kecamatan Tawangmangu sebanyak 13.254 keluarga yang terdiri dari Pra KS sebanyak 379 keluarga, KS I sebanyak 828 keluarga, KS II sebanyak 599 keluarga, KS III sebanyak 8.943 dan KS III+ sebanyak 2.505 keluarga. Berikut sebaran keluarga menurut tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.8
Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan
	No
	Kelurahan/ Desa
	Pra KS
	KS I
	KS II
	KS III
	KS III+
	Jumlah

	1
	Bandardawung
	29
	41
	42
	939
	189
	1.240

	2
	Sepanjang
	-
	79
	43
	822
	154
	1.098

	3
	Kel. Tawangmangu
	22
	178
	59
	1.877
	354
	2.490

	4
	Kel. Kalisoro
	35
	64
	32
	729
	376
	1.236

	5
	Kel. Blumbang
	17
	78
	26
	806
	229
	1.156

	6
	Gondosuli
	15
	88
	20
	678
	246
	1.047

	7
	Tengklik
	101
	65
	109
	755
	229
	1.259

	8
	Nglebak
	90
	110
	93
	821
	270
	1.384

	9
	Karanglo
	31
	37
	21
	782
	229
	1.100

	10
	Plumbon
	39
	88
	154
	734
	229
	1.244

	JUMLAH
	379
	828
	599
	8.943
	2.505
	13.254


Sumber : Kecamatan Tawangmangu Dalam Angka 2023


Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Tujuan posyandu antara lain:
a. Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas.
b. Membudayakan NKBS
c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
d. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.
Berikut jumlah Posyandu di Kecamatan Tawangmangu   

Tabel 2.9
Jumlah Posyandu Menurut Strata
	No
	Kelurahan/ Desa
	Pratama
	Madya
	Purnama

	1
	Bandardawung
	
	
	5

	2
	Sepanjang
	
	
	6

	3
	Kel. Tawangmangu
	
	3
	8

	4
	Kel. Kalisoro
	
	
	4

	5
	Kel. Blumbang
	
	
	5

	6
	Gondosuli
	
	
	4

	7
	Tengklik
	
	
	7

	8
	Nglebak
	
	1
	8

	9
	Karanglo
	
	
	7

	10
	Plumbon
	
	
	7

	
	JUMLAH
	0
	4
	61


Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2023

Tempat ibadah merupakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitas keagamaan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya.Tempat ibadah di Kecamatan Tawangmangu terdiri dari Masjid, Mushola, Gereja dan VIhara. Berikut sebarat tempat ibadah di Kecamatan Tawangmangu.
Tabel 2.10 Jumlah Tempat Ibadah
	No
	Kelurahan/ Desa
	Masjid
	Mushola
	Gereja
	Pura
	Vihara

	1
	Bandardawung
	12
	1
	2
	
	

	2
	Sepanjang
	8
	8
	1
	
	

	3
	Kel. Tawangmangu
	19
	1
	2
	
	

	4
	Kel. Kalisoro
	13
	1
	1
	
	

	5
	Kel. Blumbang
	12
	2
	
	
	

	6
	Gondosuli
	10
	1
	2
	
	1

	7
	Tengklik
	14
	
	
	
	

	8
	Nglebak
	14
	
	1
	
	

	9
	Karanglo
	20
	1
	1
	
	

	10
	Plumbon
	15
	1
	10
	
	

	JUMLAH
	137
	16
	10
	
	


Sumber : Kecamatan Tawangmangu Dalam Angka 2023

Aktifitas berolahraga merupakan salah satu cara dalam menjaga kesehatan tubuh. Sarana olahraga yang ada di Kecamatan Tawangmangu yaitu lapangan olahraga, berikut lapangan olahraga yang ada di Kecamatan Tawangmangu.
Tabel 2.11 Lapangan Olahraga
	No
	Kelurahan/ Desa
	Sepakbola
	Bola Voli
	Bulu Tangkis
	Bola Basket
	Tenis Lapangan
	Kolam Renang

	1
	Bandardawung
	1
	1
	1
	
	
	

	2
	Sepanjang
	1
	1
	1
	
	
	

	3
	Kel. Tawangmangu
	1
	1
	1
	1
	5
	4

	4
	Kel. Kalisoro
	1
	1
	1
	
	1
	1

	5
	Kel. Blumbang
	1
	1
	1
	
	1
	1

	6
	Gondosuli
	1
	1
	1
	
	
	

	7
	Tengklik
	1
	1
	1
	
	
	

	8
	Nglebak
	1
	1
	1
	
	
	

	9
	Karanglo
	1
	1
	1
	
	
	

	10
	Plumbon
	1
	1
	1
	
	
	

	JUMLAH
	10
	10
	10
	1
	7
	6


Sumber : Kecamatan Tawangmangu Dalam Angka 2023
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Sarana perekonomian yang tersedia di Kecamatan Tawangmangu terdiri dari Pasar Desa, Supermarket, restoran/ rumah makan, Warung/ Kedai  makan dan toko/ warung kelontong.  Berikut sebaran sarana  perekonomian yang ada di Kecamatan Tawangmangu.

Tabel 2.12 Sarana Perekonomian
	No
	Kelurahan/ Desa
	Pasar Desa
	Minimarket
	Restoran/ Rumah Makan
	Warung/ Kedai Makan
	Toko/ Warung kelontong

	1
	Bandardawung
	1
	
	
	11
	56

	2
	Sepanjang
	
	
	
	9
	41

	3
	Kel. Tawangmangu
	1
	4
	2
	50
	350

	4
	Kel. Kalisoro
	
	3
	20
	135
	50

	5
	Kel. Blumbang
	1
	1
	16
	4
	14

	6
	Gondosuli
	
	
	11
	23
	19

	7
	Tengklik
	
	
	
	42
	5

	8
	Nglebak
	
	
	
	4
	15

	9
	Karanglo
	
	
	
	3
	32

	10
	Plumbon
	
	
	
	10
	24

	JUMLAH
	3
	7
	3
	291
	606


Sumber : Kecamatan Tawangmangu Dalam Angka 2023
Tabel T.C 23
Pencapaian Kinerja Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar


	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun
	Realisasi Capaian Pada Tahun
	Rasio Capaian Pada Tahun

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2024
	2025
	2026
	2024
	2025
	2026

	1.
	Program  Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota
	%
	100
	100
	100
	97,94
	97,30
	100
	97,94
	97,30
	100

	2.
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayana Publik
	Nilai
	83
	83,4
	83,5
	100,00
	100
	-
	100,00
	100
	-

	3.
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban  Umum
	%
	100
	100
	100
	100,00
	100
	-
	100,00
	100
	-

	4.
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
	%
	100
	100
	100
	100,00
	100
	-
	100,00
	100
	-

	5.
	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
	%
	100
	100
	100
	99,84
	100
	-
	99,84
	100
	-

	6.
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

	%
	100
	100
	100
	100,00
	100
	-
	100,00
	100
	-
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Tabel T-C .24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tawangmangu

	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Anggaran Pada Tahun
	Realisasi Anggaran Pada Tahun
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
	Rata – rata Pertumb uhan Realisasi

	
	2024
	2025
	2026
	2024
	2025
	2026
	2024
	2025
	2026
	

	Program  Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota
	6.000.000.000
	6.100.000.000
	6.405.000.000
	6.000.000.000
	6.100.000.000
	6.405.000.000
	
	
	
	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6.250.000
	7.350.000
	8.450.000
	6.250.000
	7.350.000
	8.450.000
	
	
	
	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.500.000
	3.000.000
	3.500.000
	2.500.000
	3.000.000
	3.500.000
	
	
	
	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD
	1.250.000
	1.350.000
	1.450.000
	1.250.000
	1.350.000
	1.450.000
	
	
	
	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.500.000
	3.000.000
	3.500.000
	2.500.000
	3.000.000
	3.500.000
	
	
	
	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4.519.500.000
	4.519.500.000
	4.519.500.000
	4.519.500.000
	4.529.500.000
	4.519.500.000
	
	
	
	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	4.519.500.000
	4.519.500.000
	4.519.500.000
	4.519.500.000
	4.519.500.000
	4.519.500.000
	
	
	
	

	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
	116.000.000
	116.000.000
	116.000.000
	116.000.000
	116.000.000
	116.000.000
	
	
	
	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	116.000.000
	31.000.000
	31.000.000
	116.000.000
	31.000.000
	31.000.000
	
	
	
	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	392.418.400
	392.418.400
	392.418.400
	392.418.400
	392.418.400
	392.418.400
	
	
	
	

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	124.981.000
	35.621.000
	36.121.000
	124.981.000
	35.621.000
	36.121.000
	
	
	
	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	65.206.600
	69.189.100
	69.689.100
	65.206.600
	69.189.100
	69.689.100
	
	
	
	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	10.000.000
	10.000.000
	10.000.000
	10.000.000
	10.000.000
	10.000.000
	
	
	
	

	Penyediaan bahan  logisitik 
	93.830.800
	100.858.880
	101.358.880
	93.830.800
	100.858.880
	101.358.880
	
	
	
	

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	20.500.000
	21.000.000
	21.500.000
	20.500.000
	21.000.000
	21.500.000
	
	
	
	

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	7.900.000
	8.598.000
	9.098.000
	7.900.000
	8.598.000
	9.098.000
	
	
	
	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	70.000.000
	70.500.000
	71.000000
	70.000.000
	70.500.000
	71.000000
	
	
	
	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	1.284.200.000
	1.340.120.000
	1.340.120.000
	1.284.200.000
	1.340.120.000
	1.340.120.000
	
	
	
	

	Pengadaan Mebel
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	
	
	
	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	900.000.00
	90.000.000
	90.000.000
	900.000.000
	90.000.000
	90.000.000
	
	
	
	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.100.000.000
	1.150.000.000
	1.150.000.000
	1.100.000.000
	1.150.000.000
	1.150.000.000
	
	
	
	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	29.200.000
	30.120.000
	30.120.000
	29.200.000
	30.120.000
	30.120.000
	
	
	
	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	35.000.000
	40.000.000
	40.000.000
	35.000.000
	40.000.000
	40.000.000
	
	
	
	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	787.340.000
	787.340.000
	813.972.400
	787.340.000
	787.340.000
	813.972.400
	
	
	
	

	Penyediaan jasa surat menyurat
	7.500.000
	7.500.000
	7.500.000
	7.500.000
	7.500.000
	7.500.000
	
	
	
	

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	57.000.000
	49.320.000
	50.972.000
	57.000.000
	49.320.000
	50.972.000
	
	
	
	

	Belanja jasa tenaga Administrasi
	154.000.000
	154.000.000
	154.000.000
	154.000.000
	154.000.000
	154.000.000
	
	
	
	

	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	
	
	
	

	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor
	564.840.000
	579.464.000
	595.500.400
	564.840.000
	579.464.000
	595.500.400
	
	
	
	

	Pemeliharaan Barang Milik  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	242.672.000
	248.339.420
	249.783.362
	242.672.000
	248.339.420
	249.783.362
	
	
	
	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

		16.850.000
	16.835.000
	17.028.500
	16.850.000
	16.835.000
	17.028.500
	
	
	
	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	
	
	
	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	10.000.000
	10.000.0000
	10.000.000
	10.000.000
	10.000.0000
	10.000.000
	
	
	
	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	6.822.200
	7.504.420
	8.254.862
	6.822.200
	7.504.420
	8.254.862
	
	
	
	

	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	    6.822.200

	7.504.420
	8.254.862
	    6.822.200

	7.504.420
	8.254.862
	
	
	
	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	179.000.000
	184.000.000
	184.500.000
	179.000.000
	184.000.000
	184.500.000
	
	
	
	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	278.444.000
	292.366.200
	295.290.000
	278.444.000
	292.366.200
	295.290.000
	
	
	
	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksankanoleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	278.444.000
	278.494.000
	278.544.000
	278.444.000
	278.494.000
	278.544.000
	
	
	
	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	226.944.000
	226.944.000
	226.944.000
	226.944.000
	226.944.000
	226.944.000
	
	
	
	

	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
	             1.500.000
	1.550.000 

	1.600.000 

	        1.500.000 

	1.550.000 

	1.600.000 

	
	
	
	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	50.000.000 
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000 
	50.000.000
	50.000.000
	
	
	
	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

	53.616.000
	56.296.000
	59.112.000
	53.616.000
	56.296.000
	59.112.000
	
	
	
	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	53.616.000
	56.616.000
	59.866.000
	53.616.000
	56.616.000
	59.866.000
	
	
	
	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	28.616.000
	29.116.000
	29.616.000
	28.616.000
	29.116.000
	29.616.000
	
	
	
	

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	25.000.000
	27.500.000
	30.250.000
	25.000.000
	27.500.000
	30.250.000
	
	
	
	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	201.153.600
	211.211.000
	221.772.000
	201.153.600
	211.211.000
	221.772.000
	
	
	
	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	201.153.600
	202.153.600
	202.653.600
	201.153.600
	202.153.600
	202.653.600
	
	
	
	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	
	
	
	

	Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional


	51.153.600
	51.153.600
	51.153.600
	51.153.600
	51.153.600
	51.153.600
	
	
	
	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

	1.866.950.000
	1.870.000.000
	1.899.0009.500
	1.866.950.000
	1.870.000.000
	1.899.0009.500
	
	
	
	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

	1.606.950.000
	1.608.645.000
	1.610.409.500
	1.606.950.000
	1.608.645.000
	1.610.409.500
	
	
	
	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

	26.950.000 
	28.145.000 
	29.409.500 

	26.950.000 
	28.145.000 
	29.409.500 

	
	
	
	

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	1.540.000.000 

	1.540.000.000 

	1.540.000.000 

	1.540.000.000 

	1.540.000.000 

	1.540.000.000 

	
	
	
	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	40.000.000 

	40.500.000 

	41.000.000 

	40.000.000 

	40.500.000 

	41.000.000 

	
	
	
	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan


	260.000.000

	276.000.000

	288.600.000

	260.000.000

	276.000.000

	288.600.000

	
	
	
	

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

	260.000.000

	276.000.000

	288.600.000

	260.000.000

	276.000.000

	288.600.000

	
	
	
	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

	460.000.000

	483.000.000

	407.150.000

	460.000.000

	483.000.000


	407.150.000

	
	
	
	

	Fasiliasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	400.000.000
	400.000.000
	400.000.000
	400.000.000
	400.000.000
	400.000.000
	
	
	
	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

	       400.000.000 

	400.000.000 

	400.000.000 

	400.000.000

	400.000.000 

	400.000.000 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tawangmangu
Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Karanganyar yakni Misi I Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh dengan tujuan Terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, serta dengan sasaran Meningkatnya tata kelola  Pemerintahan yang baik, kecamatan sebagai salah satu OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.
2.4.1 Tantangan
1) Adanya tuntutan pengembangan teknologi.
2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
4) Cepatnya arus informasi masyarakat dalam menyampaikan, saran keluhan dan masukan dalam  bidang  pemerintahan,  pembangunan dan kemasyarakatan.
5) terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 berakibat adanya realokasi dan refokusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Indonesia 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll)
2.4.2 Peluang
1) Adanya tuntutan implementasi Good Governance dan Clean Governmentmerupakan peluang pada Kantor Kecamatan Tawangmangu untuk meningkatkan kinerja.
2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
3) Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dengan  dana kelurahan, hal ini bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan di kelurahan.
4) Peluang Pemerintah pusat dalam mengatasai wabah Pandemi Covid 19, dengan merefocusing anggaran guna penanggulangan dan pencegahan Covid 19.
Rencana Strategis Kecamatan Tawangmangu	2024-2026
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 KECAMATAN TAWANGMANGU

3.1 Identifikasi Permasalahan  berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tawangmangu
Tahun 2020 merupakan tahun yang berat  bagi  dunia  ketika  muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul di Wuhan Cina dan memporak- porandakan sendi-sendi perekonomian di dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintah memprediksi Idonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di Tahun 2020. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2020 semua Program dilakukan pengalihanfokus untuk penganganan Covid-19.
Pemetaan Permasalahan terhadap Kecamatan Tawangmangu yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan 
Sasaran Pembangunan Daerah
	No
	Masalah Pokok
	Masalah
	Akar Masalah

	1
	Belum optimalnya pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam
pelayanan  publik
masih perlu ditingkatkan.
	a. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan  jumlah penduduk yang harus dilayani,	yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
b. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing;
c. Belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber  daya aparatur;
d. Belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kerja aparatur pemerintahan kurang;
e. Masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
f. Masih terbatasnya  jumlah sarana dan

	1. Seksi Tata Pemerintahan
a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa  dalam pelayanan kepada masyarakat;
b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan	terhadap pelaksanaan	pengelolaan keuangan desa.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
e. menurunnya	nilai-nilai wawasan kebangsaan di
masyarakat.




	No
	Masalah Pokok
	Masalah
	Akar Masalah

	
	
	prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
g. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;.
h. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.
	3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Kurangnya	pemerataan pembangunan wilayah desa;
b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
d. Kurangnya	pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
5. Seksi Pelayanan Umum
a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat
b. Terbatasnya sarana dan prasarana.
c. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;.
d. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

	2.
	Wabah Pendemi Covid-19 yang merelaksasi defisit anggaran dan dilakukannya Refocusing Anggaran dari beberapa kegiatan guna Pencegahan Covid- 19
	Corona diseases adalah wabah terbesar yang mempengaruhi segala aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya
	1. Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan covid sejak awal Maret 2020
2. PSBB segala aspek kehidupan sudah dilaksanakan guna penanganan covid 19 namun memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat.
3. salah satu percepatan penanganan Covid-19 yaitu dengan dilakukannya PSBB antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya guna khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kecamatan Tawangmangu
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tawangmangu tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Visi:
“ MENINGKATKAN DAYA  SAING DAERAH ”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2024-2026 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Serta Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan  tahun 2024-2026 , Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.
Diantaranya pengentasan kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrem yang harus 0% pada tahun 2024 sesuai target nasional, memaksimalkan potensi daerah dan sumber daya alam diantaranya objek wisata Tawangmangu, Candi Ceto, Museum Sangiran dan Grojogan Sewu, dan kemudian terkait Hutan Tahura yang harusnya menjadi milik Kabupaten Karanganyar agar dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah Karanganyar”.
Selanjutnya Bupati Kabupaten Karanganyar, Juliyatmono, M.M., M.H., mengatakan tahun 2023 merupakan akhir masa dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah. “Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun 2022 dan 2023 agar menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026”. Kita sudah memiliki gambaran Life Center of Nusantara, jadi penyusunan RPD 2024-2026 harus memperhatikan hal tersebut. Life Center of Nusantara harus menjadi pandangan dan ciri khas warga Karanganyar. Menurut Bupati, isu strategis pembangunan daerah diantaranya kemiskinan, kualitas SDM, daya saing ekonomi, reformasi birokrasi dan daerah rawan bencana. “Kami berharap, yang sebanyak-banyaknya saran dan masukan yang konstruktif guna lebih sempurnanya rancangan Pembangunan Daerah 2024-2026 Kabupaten Karanganyar, karena semata-mata tujuan kita adalah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat”
Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan  Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024-2026  adalah sebagai berikut.
1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya.Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan  pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang.Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh ramgkaian misi Kabupaten Karanganyar 2024-2026 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi.Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat komplek.Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya.Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah.Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak  pada  setiap  warganya untuk mengenyam pendidikan.Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan  anggaran  yang ada guna memberikan pendidikan yang murah.Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik.Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga
Perbedaankeyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi.Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Tawangmangu menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang  baik,  untuk  kesejahteraan  masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Tawangmangu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah

	
No
	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
	Permasalahan
Pelayanan Kecamatan
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1
	Misi Pembangunan Infrastruktur
Menyeluruh
	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga
integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
	Motivasi serta metode kerja yang sistematik
serta peningkatan SDM
aparatur.

	
	Tujuan
Terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola		pemerintahan yang	baik,	untuk kesejahteraan masyarakat		yang
berdaya	saing, inklusif, tangguh dan
berkelanjutan

	
	
	

	
	Sasaran Meningkatnya	tata kelola	Pemerintahan
yang baik
	
	
	




3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yangberkelanjutan.
3.3.1 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten diwilayah Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Sragen disebelah Utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah Selatan, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah Barat dan Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur) di sebelah Timur.  Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh empat) hektar.
Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kabupaten,  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan,  memuat rumusan  konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
		Pada dasarnya, tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RT RW Kabupaten Karanganyar disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara materiil dan moril. Latarbelakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Karanganyar selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan. Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar meliputi:
1. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yangtelah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan  skala prioritas;
2. Pembangunan	prasarana	utama	untuk	meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antar wilayah di kabupaten dan antar wilayah kabupaten dengan wilayah lain;
3. Pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
4. Pemantapan kawasan pertanian terpadu;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
6. Pengembangan industri berbasis potensi lokal;
7. Pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata  sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
8. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
9. Pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
10. Pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
11. Pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata;dan
12. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Mempedomani Peraturan daerah Tahun 2013 tentang RT RW Kabupaten Karanganyar maka untuk Kecamatan Tawangmangu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rencana Struktur Ruang
Terdapat beberapa Program/Kegiatan terkait dengan Rencana Perumusan Struktur Ruang di Kecamatan Tawangmangu diantaranya:
1. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten di Kecamatan Tawangmangu terdiri dari PKL
2. Rencana sistem jaringan prasarana utama berupa Jaringan jalan kolektor ruas jalan Palur – Karanganyar – Tawangmangu; ruas jalan Tawangmangu – batas Kabupaten Magetan;
3. Rencana pengembangan terminal meliputi Pemantapan Terminal tipe B eksisting, meliputi Terminal Matesih dan Terminal Tawangmangu;
4. Rencana pengembangan  angkutan  orang  meliput  Tawangmangu  –
Magetan;
5. Rencana sistem jaringan sumber daya air meliputi pembangunan tampungan air baku.
6. Rencana pengembangan jaringan sumber air minum kota meliputi peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air (IPA) melalui Brondcaptering dan Pipa distribusi
7. Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi meliputi jalur evakuasi bencana longsor menuju ruang evakuasi yang tersebar di Desa Tengklik, Kelurahan Blumbang, Desa Gondosuili, Desa Sepanjang dan Desa Karanglo;
b. Rencana Pola Ruang
Terkait dengan Pola Ruang arahan RT RW untuk Kecamatan Tawangmangu adalah sebagai berikut:
· Kawasan hutan lindung
· Kawasan resapan air
· Kawasan sekitar mata air
· Kawasan pelestarian alam meliputi Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam (TWA) Grojogan Sewu, dengan luas kurang lebih  64 (enam puluh empat) hektar terdapat di Desa Kalisoro dan Desa Tawangmangu,
· Kawasan situs Menggung
· Kawasan rawan bencana longsor
· Kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi,
· Kawasan cagar alam arkeologi Situs Menggung
· Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah merupakan kawasan resapan/imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali.
· Kawasan perlindungan plasma nutfah
· Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat
· Kawasan pertanian tanaman pangan
· Kawasan pertanian tanaman pangan
· Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili
· Kawasan peruntukan perikanan budidaya
· Kawasan pertambangan mineral meliputi tanah trass, batu gamping, andesit, dan andesit pasir.
· Kawasan pertambangan panas bumi
· kawasan wisata alam meliputi Puncak Lawu di Gondosuli, Pringgondani di Blumbang, Sekipan di Kalisoro, Grojogan Sewu di Kalisoro, Sumber Air Panas Cumpleng, Plumbon,
· Pengembangan wisata budaya meliputi Jabal kanil di Bandardawung, Pringgondani.
· Pengembangan wisata buatan meliputi Taman Rekreasi Balekembang di Kalisoro, Taman Rekreasi Campung Lawu Resor
· Desa wisata
c. Rencana Penetapan Kawasan Strategis
-   KSK bidang pertumbuhan ekonomi

Sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Tawangmangu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Tawangmangu ditinjau dari implikasiRencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut :
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Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tawangmangu berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	No
	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1
	Rencana jaringan air baku, pengembangan
terminal dan air
minum perkotaan serta Jalur evakuasi bencana
alam
	Dalam hal pemberian layanan
selama ini sudah
sesuai dengan prosedur yang
ada, namun dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam RT RW, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ditetapkan.

	Kurangnya koordinasi
SKPD
terkait dengan
kecamatan
	Kondisi wilayah
yang
strategis



Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.
Dasar yang digunakan dalam menyusun KLHS adalah Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.   Terkait dengan penyusunan KLHS dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, pada tahapan penapisan isu strategis sampai dengan tahapan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Rencana dan Program, tidak terdapat KRP yang terkait langsung dengan Tupoksi OPD Kecamatan yang perlu dilakukan perbaikan KRP-nya.






3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :
1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
6 Terjadinya wabah pandemic Covid-19 dari Tahun 2020 menyebabkan Refocusing anggaran guna penanganan penecegahan Covid -19 Khususnya di Wilayah Kecamatan Karanganyar.
7 Penyususunan RPJMD baru harus dilakukan karena pandemic Covid 19 yang semakin mewabah yang berpengaruh besar terhadap sector dari segala aspek kehidupan.

BAB IV 
TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tawangmangu
4.1.1. Tujuan
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Tujuan jangka menengah Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

4.1.2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Tawangmangu.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tawangmangu beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024-2026

	No
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Sasaran
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1

	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
	Indeks Reformasi Birokrasi
	
	
	Indeks
	64
	72
	73
	75
	75

	
	
	
	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan
	Nilai SAKIP OPD
	Nilai
	70
	73
	73,3
	73,5
	73,5

	2
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial
	Angka Kemiskinan
	
	
	%
	8,96
	8,52
	8,45
	8,03
	8,03

	
	
	
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa
	Indeks Desa Membangun
	Indeks
	0,69
	0,7
	0,72
	0,74
	0,74
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BAB   V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi Kecamatan Tawangmangu
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.  Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Tawangmangu adalah :
1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5.2. Kebijakan
Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Tawangmangu, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tawangmangu
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Tawangmangu
3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi  dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tawangmangu.
Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024-2026
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial
	1. Sasaran : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan


1. Sasaran:
Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa 
	1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan  yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran
3. Memperkuat komitmen  dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan    Tawangmangu
2. Meningkatkan kinerja aparatur     Kecamatan Tawangmangu
3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tawangmangu.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan  pada  semua aspek kehidupan,pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upayareformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukansejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.
Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tawangmangu pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Halini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada KecamatanTawangmangu Kabupaten Karanganyar.
Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Perencanaan, Penganggran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
· Penyusunan Dokumen Perencanaan

· Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
· Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
· Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya d.Administrasi Umum Perangkat Daerah
· Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor
· Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
· Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
· Pengadaan Mebel
· Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
· Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
· Penyediaan Jasa Surat Menyurat
· Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
· Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
· Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor
e. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
· Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenndaraan dinas Operasional atau Lapangan
· Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
· Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
· Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
b. PenyelenggaraanUrusan Pemeintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
· Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masayrakat di wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masayrakat Desa dan Kelurahan
a. Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa
· Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
· Peningkatan Partisipasi Masyarakata dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

· Peningkatan Partisipasi Masyarkat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
· Pembanguan Sarana dan Prasarana kelurahan
· Evaluasi Kelurahan
4. Program Penyelelnggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelelnggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
· Pembinaan Wawasan Kebnagsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhihneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
· Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa
· Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional
· Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
· Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa
· Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
· Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakata Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tawangmangu

	No
	Urusan/Program
	Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator               Program
	Formulasi
	Satuan
	Kondisi Tahun 2023
	2024
	2025
	2026
	Target Akhir RPJMD
	
Loksai
	Penanggung jawab

	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	7.1
	Kec.TAWANGMANGU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA 
	
	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya

	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan dikali 100% 
	%
	100
	100
	6.000.000.000
	100
	6.100.000.000
	100
	6.405.000.000
	100
	18.505.000.000

	Kec. twmg
	Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

	
	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	
	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	dokumen
	8
	8
	6,250.000.
	8
	7.350.000
	8
	8.450.000
	24
	22.050.000
	
	

	
	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	
	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	dokumen
	3
	3
	2.500.000
	3
	3.000.000
	3
	3.500.000
	9
	9.00.000.000
	
	

	
	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD
	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA SKPD
	Jumlah RKA dan DPA yang tersusun
	dokumen
	3
	2
	1.250.000
	2
	1.350.000
	2
	1.450.000
	6
	4.050.000
	
	

	
	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	dokumen
	3
	3
	2.500.000
	3
	3.000.000
	3
	3.500.000
	9
	9.000.000
	
	

	
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	bulan
	12
	12
	4.519.500.00
	12
	4.519.500.00
	12
	4.519.500.00
	12
	13.588.500.000
	
	

	
	
	penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Jumlah pegawai yang menerima n gaji dan tunjangan ASN
	bulan
	12
	12
	4.519.500.00
	12
	4.519.500.00
	12
	4.519.500.00
	12
	13.588.500.000
	
	

	
	
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
	keg
	1
	1
	116.000.00
	1
	116.000.00
	1
	116.000.00
	3
	348.000.000
	
	

	
	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	keg
	1
	1
	116.000.000
	1
	31.000.000
	1
	31.000.000
	3
	399.100.000
	
	

	
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah Penyediaan  Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah Penyediaan  Administrasi Umum Perangkat
	bulan
	12
	12
	392.418.400
	12
	392.418.400
	12
	392.418.400
	36
	1.026.952.360
	
	

	
	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	bulan
	12
	12
	124.981.000
	12
	35.621.000
	12
	36.121.000
	36
	196.723.000
	
	

	
	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya  Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya 
 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	bulan
	12
	12
	65.206.600
	12
	69.189.100
	12
	69.689.100
	36
	204.084.800
	
	

	
	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Tersedianya  alat kebersihan Kantor
	Jumlah  alat kebersihan Kantor
	bulan
	12
	12
	10.000.000
	12
	10.000.000
	12
	10.000.000
	36
	30.000.000
	
	

	
	
	Penyediaan bahan logistik kantor
	Jumlah Penyediaan bahan logistik 
	Jumlah Penyediaan bahan logistik tersedian 
	bulan
	12
	12
	93.830.800
	12
	100.858.880
	12
	101.358.880
	36
	296.048.560
	
	

	
	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Jumlah  barang cetakan dan penggandaan

	bulan
	12
	12
	20.500.000
	12
	21.000.000
	12
	21.500.000
	36
	63.000.000
	
	

	
	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	bulan
	12
	12
	7.900.000
	12
	8.598.000
	12
	9.098.000
	36
	25.596.000
	
	

	
	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan
	Bulan
	12
	12
	70.000.000
	12
	70.500.000
	12
	71.000.000
	36
	211.500.000
	
	

	
	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  yang tesedian
	Bulan
	12
	12
	1.284.200.000
	12
	1.340.120.000
	12
	1.340.120.000
	36
	3.964.440.000
	
	

	
	
	Pengadaan Mebel
	Jumlah Pengadaan Mebel
	Jumlah Pengadaan Mebel
	tahun
	1
	1
	30.000.000
	1
	30.000.000
	1
	30.000.000
	3
	90.000.000
	
	

	
	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin yg tersedia
	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin yg tersedia
	unit
	5
	5
	90.000.000
	5
	90.000.000
	5
	90.000.000
	15
	270.000.000
	
	

	
	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	bulan
	12
	12
	1.100.000.000
	12
	1.150.000.000
	12
	1.150.000.000
	36
	34.000.000.000
	
	

	
	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Bulan

	12
	12
	29.200.000
	12
	30.120.000
	12
	30.120.000
	36
	89.440.000
	
	

	
	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	bulan
	12
	12
	35.000.000
	12
	40.000.000
	12
	40.000.000
	36
	115.000.000
	
	

	
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	bulan
	12
	12
	787.340.000
	12
	787.340.000
	12
	813.972.400
	36
	2.396.096.400
	
	

	
	
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat
	Penyediaan jasa surat menyurat yang terlaksana 
	bulan
	12
	12
	7.500.000
	12
	7.500.000
	12
	7.500.000
	36
	25.000.000
	
	

	
	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar
	bulan
	12
	12
	57.000.000
	12
	49.320.000
	12
	50.972.000
	36
	157.292.000
	
	

	
	
	Belanja jasa tenaga Administrasi
	Jumlah 
Belanja jasa tenaga Administrasi
	Jumlah 
Belanja jasa tenaga Administrasi
	bulan
	12
	12
	154.000.000
	12
	154.000.000
	12
	154.000.000
	36
	462.000.000
	
	

	
	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	bulan
	12
	12
	4.000.000
	12
	4.000.000
	12
	4.000.000
	36
	12.000.000
	
	

	
	
	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor
	Jumlah  Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor
	Jumlah  Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor dibayarkan 
	bulan
	12
	12
	564.840.000
	12
	579.464.000
	12
	595.500.400
	36
	1.739.804.400
	
	

	
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

	bulan
	12
	12
	242.672.000
	12
	248.339.420
	12
	249.783.362
	36
	740.000.982
	
	

	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	bulan
	12
	12
	16.850.000
	12
	16.835.000
	12
	17.028.500
	36
	50.713.500
	
	

	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas  dan dinas jabatan 

	Jumlah Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas  dan dinas jabatan yang dilaksnanakan
	bulan
	12
	12
	30.000.000
	12
	30.000.000
	12
	30.000.000
	36
	90.000.000


	
	

	
	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaknakan
	bulan
	12
	12
	10.000.000
	12
	10.000.000
	12
	10.000.000
	36
	30.000.000
	
	

	
	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	Jumlah  Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	bulan
	12
	12
	6.822.200
	12
	7.504.420
	12
	8.254.862
	36
	22.581.482
	
	

	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Bulan
	12
	12
	179.000.000
	12
	184.000.000
	12
	184.500.000
	36
	547.500.000
	
	

	2
	ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMRINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK
	
	Indek kepuasan  Masyarakat 
	Sebagai hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di wilayah Kecamatan 
	nilai
	75
	83
	278.444.000
	83,4
	292.366.200
	83,5
	295.290.000
	83,5
	866.100.200
	Kec. twmg
	

	
	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	Jumlah fasiltas koordinasi penyelenggaraankegiatan pemrintahan   di kecamatan 
	Jumlah Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan

	kegiatan
	29
	1
	278.444.000
	14
	278.494.000
	14
	278.544.000
	29
	835.482.000
	
	

	
	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Jumlah
Kegiatan yang terlaksnan

	Jumlah
Kegiatan yang terlaksnan

	Kegiatan
	3
	1
	226.944.000
	1
	226.944.000
	1
	226.944.000
	3
	680.832.000
	
	

	
	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
	Jumlah laporan Fasilitas percepatan pencapaian Standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
	Jumlah laporan Fasilitas percepatan pencapaian Standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan 
	Laporan
	6
	2
	1.500.000
	2
	1.550.000
	2
	1.600.000
	6
	4.650.000
	
	

	
	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	lap
	3
	1
	50.000.000
	1
	50.000.000
	1
	50.000.000
	3
	150.000.000
	
	

	3
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	
	Persentase wilayah dalam keadaan  kondusif 

	Jumlah Wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah kecamatan dikali  100% 
	%
	85
	100
	53.616.000
	100
	56.296.800
	100
	59.112.000
	100
	169.024.800
	Kec. twmg
	

	
	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum 
	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum 
	Bulan
	12
	12
	53.616.000
	100
	56.616.000
	100
	59.866.000
	100
	170.098.000
	
	

	
	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Jumlah laporan    sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Jumlah laporan    sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Bulan
	12
	12
	28.616.000
	12
	29.116.000
	12
	29.616.000
	36
	87.348.000
	
	

	
	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

	bulan
	12
	12
	25.000.000
	12
	27.500.000
	12
	30.250.000
	36
	82.750.000
	
	

	4
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 
	
	Persentase desa / kelurahan tertib perda 
	Jumlah Wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah kecamatan dikali  100%
	%
	100
	100
	201.153.600
	100
	211.211.000
	100
	221.772.000
	100
	634.136.600
	Kec. twmg
	

	
	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	keg
	7
	7
	201.153.600
	7
	202.153.600
	100
	202.653.600
	21
	605.960.800
	
	

	
	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Jumlah kegiatan yang terlaksana 

	Jumlah kegiatan yang terlaksana 

	keg
	1
	1
	150.000.000
	1
	150.000.000
	1
	150.000.000
	3
	451.000.000
	
	

	
	
	Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional
	Jumlah orang yang mnegikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional
	Jumlah orang yang mnegikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional
	keg
	3
	3
	51.153.600
	3
	51.153.600
	3
	51.153.600
	9
	154.960.800
	
	

	5
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN
	
	Persentase lembaga kemasyarakat an aktif
	Jumlah lembaga kemasyarakata n aktif dibagi jumlahseluruh lembaga kemasyarakata n di wilayah Kecamatan dikali100%
	%
	85
	100
	1.866.950.000
	100
	1.870.000.000
	100
	1.899.009.500
	100
	5.635.959.500
	Kec. twmg
	

	
	
	Koordinasi Kegiatan Pembeerdayaan Desa
	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pembeerday aan Desa
	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pembeerday aan Desa
	keg
	3
	3
	1.606.950.000
	3
	1.608.645.000
	3
	1.610.409.500
	9
	4.826.004.500
	
	

	
	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Jumlah  lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Jumlah  lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Keg.
	1
	1
	26.950.000
	1
	28.145.000
	1
	29.409.500
	3
	84.504.500
	
	

	
	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Kelurahan
	3
	3
	1.540.000.000
	3
	1.540.000.000
	1
	1.540.000.000
	3
	4.620.000.000
	
	

	
	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	bulan
	12
	12
	40.000.000
	2
	40.500.000
	2
	41.000.000
	16
	121.500.000
	
	

	
	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	lap
	
	1
	260.000.000
	1
	276.000.000
	1
	288.600.000
	3
	824.600.000
	
	

	
	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	Jumlah lemabaga kemasyarakatan yang diselenggarakan 
	Jumlah lemabaga kemasyarakatan yang diselenggarakan 
	Lbg kmsyrkata
	
	1
	260.000.000
	1
	276.000.000
	1
	288.600.000
	3
	824.600.000
	
	

	6
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  PEMRINTAHAN  DESA
	
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan

	Jumlah  desa yang memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan dibagi wilayah jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan   dikali 100 %
	%
	100
	100
	460.000.000
	100
	483.000.000
	100
	507.150.000
	100
	1.450.150.000
	Kec. twmg
	

	
	
	Fasilitasi rekomendasi ,  dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemrintahan desa
	Jumlah fasilitasi rekomendasi ,  dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemrintahan desa 
	Jumlah fasilitasi rekomendasi ,  dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemrintahan desa 
	
	kelurahan
	3
	460.000.000
	3
	465.000.000
	3
	467.500.000
	9
	1.392.000
	
	

	
	
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan  Desa 
	Jumlah dokumen yang difasilitasia administrasi Tata Pemerintahan  Desa 
	Jumlah dokumen yang difasilitasi administrasi Tata Pemerintahan  Desa 
	
	Kel.

	2

	60.000.000
	2
	65.000.000
	2
	67.500.000

	6
	192.500.000
	
	

	
	
	Fasilitasi pelaksanaan  tugas , fungsi , Dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan  
	Jumlah dokumen Fasilitasi  dalam rangka pelaksanaan  Tugas kepala   Desa dan Perangkat Desa 
	Jumlah dokumen Fasilitasi  dalam rangka pelaksanaan  Tugas kepala   Desa dan Perangkat Desa 
	
	kelurahan
	3
	400.000.000
	3
	400.000.000
	3
	400.000.000
	9
	1.200.000.00
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Tawangmangu menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan Terwujudnya  infrastruktur  menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik.
Tabel 7.1
Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 
	No
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Sasaran
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1

	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
	Indeks Reformasi Birokrasi
	
	
	Indeks
	64
	72
	73
	75
	75

	
	
	
	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan
	Nilai SAKIP OPD
	Nilai
	70
	73
	73,3
	73,5
	73,5

	2
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial
	Angka Kemiskinan
	
	
	%
	8,96
	8,52
	8,45
	8,03
	8,03

	
	
	
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa
	Indeks Desa Membangun
	Indeks
	0,69
	0,7
	0,72
	0,74
	0,74





Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah dengan Pagu Indikatif
Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024-2026

	No
	Program
	Indikator Program
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target
	Target Akhir RPD

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya
	%
	100
	100
	100
	100
	100





	2
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Indeks Kepuasan Masyarakat  
	Nilai
	75
	83
	83,4
	83,5
	83,5

	3
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
	%
	85
	100
	100
	100
	100

	4
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM
	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif
	%
	85
	100
	100
	100
	100

	5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM
	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan
	%
	NA
	100
	100
	100
	100

	6
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan
	%
	NA
	100
	100
	100
	100
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BAB VIII
PENUTUP

8.1 Program Transisi
Periode Rencana Strategis Kecamatan Tawangmangu berakhir sampai dengan tahun 2023, sedangkan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun 2023. Oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2024, perlu disusun Program Transisi pada tahun dimaksud. Dalam penyusunan program transisi mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8.2 Kaidah Pelaksanaan
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:
1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Tawangmangu agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Tawangmangu dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Tawangmangu akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tawangmanguyang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Tawangmangu.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Tawangmangu, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Tawangmangu sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.




6.  Rencana Strategis Kecamatan Tawangmangu  Tahun  2024  –  2026,  telah  selesai  disusun,   oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja ) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tawangmangu.

                                                                                                 BUPATI KARANGANYAR

ttd.

                                                                                                    JULIYATMONO
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